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BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa PT.

Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin

Makassar telah memenuhi unsur-unsur praktek monopoli dan persaingan usaha

tidak sehat yaitu telah melakukan pembatasan peredaran unit taksi di bandara dan

juga telah melakukan praktek diskriminasi terhadap operator taksi lain di bandara

selain taksi Kopsidara. Perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh PT. Angkasa

Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin adalah

melanggar Pasal 19 huruf (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Pelanggaran

lain yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara

Internasional Sultan Hasanuddin sehingga dikategorikan telah melakukan praktek

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah menetapkan harga secara

berlebihan sehingga melanggar Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) baru mempunyai

kekuatan hukum mengikat apabila semua pihak menerima putusan tersebut dan

tidak merasa keberatan sehingga tidak pula mengajukan keberatan atas putusan

tersebut.
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2. Saran

Setiap pengusaha mempunyai strategi dan manajemen tersendiri untuk

mengembangkan usahanya, namun begitu strategi dalam pemasaran dan

sebagainya tidak boleh merugikan pengusaha lain. Saran yang bisa diberikan

dalam penulisan skripsi ini pengusaha dalam menjalankan usaha atau bisnisnya

hendaknya dijalankan dengan cara yang sehat atau bersaing dengan sehat sesuai

dengan perundang-undangan yang ada. Sehingga dengan begitu akan terwujud

suatu pembangunan dalam bidang ekonomi yang akan mensejahterakan rakyat.
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